
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR  61  TAHUN  2016  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2016  

TENTANG PARAMPARA PRAJA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa  Parampara Praja adalah lembaga non 
struktural yang bersifat independen yang ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Parampara Praja; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu meninjau 
kembali Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, sehingga perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Parampara Praja. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1950  tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5339);  

 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 
Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 58); 

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan 
Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan 
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 7). 

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja (Berita 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 
Nomor 20). 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG 
PARAMPARA PRAJA 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja (Berita Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 20) diubah sebagai 
berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 
berbunyi :  

Pasal 15 

(1) Anggota Parampara Praja berhak memperoleh penghasilan berupa 
honorarium setiap bulannya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.  

 

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi :  

 

Pasal 17 

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan sarana 
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggarkan 
dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta Dana 
Keistimewaan. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 15 Agustus 2016 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 15 Agustus 2016 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd 

 

RANI SJAMSINARSI 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd 

 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 

 




